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Abstraki  

Pada saat ini, dunia sedang memasuki era ekonomi gelombang ke empat yang 
dinamakan dengan era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan manifestasi dari 
upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Keberadaan 
UKM hendaknya diharapkan dapat memberi konstribusi yang cukup baik terhadap 
kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-
masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan Berangkat dari 
permasalahan tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten 
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 

Sementara untuk metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitaf dan Kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan 
Kuisioner dan Wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa 
dari analisis aspek teoritis, sosiologis, dan yuridis, dengan semakin kompleksnya 
dinamika penyuluhan perikanan dan hilangnya tusi penyuluhan dari Satminkal riset, 
maka KKP diharapkan mampu menyikapinya dengan penguatan status kelembagaan 
Penyuluh Perikanan, sehingga dapat meminimalisir dampak administrasi 
kepegawaian bagi Penyuluh Perikanan. Direkomendasikan agar KKP melakukan 
revitalisasi kelembagaan Penyuluh Perikanan, rancangan kelembagaan agar bersifat 
independen, mendorong Dinas KP pada kabupaten/kota agar dapat memfasilitasi 
pembentukan pos penyuluhan, dan menyusun langkah strategis terkait sebaran 
pengelola kepegawaian di satker yang menangani penyuluhan perikanan. 
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PENDAHULUAN 

Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh melambat pada triwulan I 2022. Perekonomian 
Sulawesi Barat tumbuh sebesar 0,93% (yoy) pada triwulan I 2022 atau lebih rendah 
dibandingkan triwulan IV 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,32% (yoy). 
Meskipun begitu, konsumsi masyarakat tumbuh lebih tinggi sejalan dengan 
peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 
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yang semakin terkendali (Rauf dkk, 2019). Kemudian, kinerja investasi akan ditopang 
oleh konstruksi pengembangan beberapa proyek Infrastruktur. 
 

 
Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, 2022. 

 
Pada saat ini, dunia sedang memasuki era ekonomi gelombang ke empat yang 

dinamakan dengan era ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan manifestasi dari 
upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas (Karim dkk, 
2022). Ekonomi kreatif ini ditopang oleh industri kreatif Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. 
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sampai bulan 
Juli 2022, jumlah UMKM mencapai 130 juta lebih dengan kontribusi terhadap PDB 
sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM juga berkontribusi dalam 
menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia dan mempunyai porsi investasi 
sebesar 60,4 persen. 
 

 
Gambar 2. Jumlah UMKM se-Indonesia 

 
Dari sumber data mengenai Jumlah UMKM yang ada di Indonesia khususnya di 

Provinsi Sulawesi Barat terdapat 3 Juta lebih UMKM yang beredar di Provinsi 
Sulawesi Barat. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak 
khususnya pada masa krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1998. Sektor UMKM 
telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu 
menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional (Hasniati dkk, 2023). 
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Gambar 3. Pertumbuhan UMKM di Provinsi Sulawesi Barat 

Sumber: BPS Prov. Sulbar, 2022. 
 
Berlakunya pasar perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di 

kawasan Asia Tenggara mendorong pelaku UMKM untuk berbenah (Gayatri dkk, 
2018). MEA merupakan lintas perdagangan dinegara-negara ASEAN yang 
membebaskan aliran barang dan jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja. Adanya 
perdagangan global ini menuntut pelaku UMKM untuk melakukan berbagai strategi 
dalam meningkatkan daya saing. Pembenahan kompetensi sumber daya manusia 
khususnya (Kadir dkk, 2017). Rendahnya tingkat pendidikan formal (yang umum 
digunakan sebagai indikator tingkat keahlian) pelaku UMKM merupakan salah satu 
penyebab rendahnya kualitas kinerja atau daya saing UMKM di Indonesia (Karim 
dkk, 2021). 

Di Indonesia jumlah UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 
Peningkatan jumlah ini harus diikuti dengan peningkatan produktivitas yang 
berdampak pada kinerja UMKM dan kesejahteraan pelaku UMKM (Dewi dkk, 2022). 
Di Kabupaten se-Sulawesi Barat seperti yang terlihat di Gambar 2 kabupaten yang 
memiliki UMK paling banyak ialah Kabupaten Polewali Mandar sedangkan di ibu 
kota Provinsi hanya mempunyai kurang lebih 5000 UMK yang beroperasi. 
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Disamping keberadaannya yang sangat positif dan potensial, UMK memiliki 
beberapa kendala usaha baik internal maupun eksternal (Kamariah & Anwar, 2021). 
Faktor- faktor internal diantaranya adalah kualitas tenaga kerja (SDM), jika dilihat dari 
tingkat pendidikan atau keahlian pekerja yang masih rendah, tingkat kewirausahaan 
yang kurang, dan kendala permodalan (Rani dkk, 2018). 
 
METHODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian Kuantitatif dan kualitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan 
diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui 
hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan 
kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Populasi 
yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai karakteristik 
tertentu (Sugiyono, 2013). Berdasarkan pemahaman tersebut maka penentuan 
populasi dalam penelitian ini adalah 100 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). 
Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari 
(Sarwono, 2006). Alasan penelitian melakukan kajian sampel adalah jumlah elemen 
populasi relatif banyak, sehingga penelitian sampel dinilai lebih efektif daripada 
sensus. Objek sampel dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro dan Kecil yang berada 
di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 100 Usaha Mikro dan Kecil.  

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik purposive sample, yaitu memilih 
sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia dengan kriteria 
atau penilaian sebagai berikut: (1) UMK yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi Barat; (2) UMK yang mendapatkan Bantuan Pemerintah: dan (3) 
Usaha telah berdiri minimal satu tahun. Skala pengukuran dalam penelitian ini 
memakai skala likert, yaitu skala yang dipakai untuk mengukur pendapat atau 
persepsi seseorang atau sekelompok orang. Jawaban diberi penilaian dari satu sampai 
lima. Tanggapan yang paling positif (sangat setuju) diberi nilai lima, dan tanggapan 
yang paling negatif (sangat tidak setuju) diberi nilai satu. Analisis Deskriptif dalam 
penelitian ini menggunakan Teknik analis data pada penelitian ini menggunakan 
prosedur pengolahan dan analisis data kualitatif (Abdullah, 2015). Analisis data 
kualitatif dilakukan melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan 
studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur 

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan jumlah penduduk usia 
produktif dan usia non produktif. Jumlah penduduk tersebut erat kaitanya dengan 
ketersediaan tenaga kerja. Berdasarkan umur, keadaan penduduk di Kabupaten 
Mamuju. Adapun struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Mamuju dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur di Mamuju Tahun 2021 

No. Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1. 0-14 88.479 33,3 
2. 15-59 164.615 61,93 
3. >60 12.706            4,78 

 Jumlah 265.800 100 
Sumber: Hasil data olahan, 2022. 

 
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil data olahan, 2022. 
 

 
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pelaku UMK di  Kabupaten Mamuju 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber: Hasil data olahan, 2022. 
 

2. Lama usaha 
Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani suatu usaha atau pelaku 

usaha lainnya dalam menjalankan maupun mengelola usaha yang dijalankan. Lamanya 
suatu usaha dalam menimbulkan pengalaman dalam menjalankan bisnis, dimana 
pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. 
Berikut adalah data Lama Usaha pelaku UMK di Kabupaten Mamuju. 

Responden terbanyak yaitu 33 usaha atau sebesar 33% dengan lama usaha 6-10 
tahun, 23 usaha atau sebesar 23% dengan lama usaha <5 tahun, 19 usaha atau sebesar 
19% dengan lama usaha 11-15 tahun, 22 usaha atau sebesar 22% dengan lama usaha 16-
20 tahun, dan 3 usaha atau sebesar 3% dengan lama usaha > 20 tahun. Pada tabel 4.8 
menunjukkan rata-rata lama usaha pelaku UMK 6-10 tahun sebanyak 40 usaha, 
sehingga dapat disimpulkan usaha-usaha yang berada di Mamuju masih banyak usaha 
yang belum lama atau lebih dari 10 tahun ke atas. 
 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 
< 30 14 14 

31-40 51 51 
41-50 28 28 
51-60 4 4 
> 61 3 3 

Total 100 100 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
Tidak Sekolah 15 15 

SD 47 47 
SMP 23 23 
SMA 10 10 

Perguruan Tinggi 5 5 
Total 100 100 
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3. Modal 
Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. 

Tanpa modal bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari bisnis yang 
besar maupun bisnis yang kecil pun membutuhkan modal untuk menjalankan 
bisnisnya. Pada intinya modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis 
dimana umumnya berbentuk dana atau uang. Dengan uang maka bisnis bisa berjalan 
dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasarannya. Modal yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah modal setiap kali memproduksi suatu barang. 
Berikut adalah data Modal pelaku UMK di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan tabel 4.10 
menunjukkan bahwa jumlah usaha dengan modal terbesar sebanyak 2 usaha atau 
sebesar 2% dengan modal > Rp 20.000.001 dan dengan modal sedikit sebanyak 29 usaha 
atau sebesar 29% dengan modal < Rp 100.000. 

 
Tabel 4. Modal Pelaku UMK di Kabupaten Mamuju 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Hasil data olahan, 2022. 

 
4. Pendapatan  

Pendapatan adalah hasil penerimaan dalam bentuk uang setiap usaha. Dengan 
adanya pendapatan yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan serta menjadi tolak 
ukur kemajuan perkembangan perekonomian. Pendapatan yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah berapa hasil penerimaan dari hasil dagangan yang diterima 
selama satu bulan. Berikut adalah data Pendapatan pelaku UMK di Kabupaten 
Polewali Mandar. Pendapatan terbanyak yaitu Rp 1.000.001 – Rp 15.000.000 sebesar 47 
usaha atau sebesar 47%, pendapatan sekitar < Rp 500.000 sebesar 37 usaha atau sebesar 
37%, pendapatan sekitar Rp 500.001– Rp 1.000.000 sebesar 2 usaha atau sebesar 2%, 
pendapatan sekitar Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000 sebesar 4 usaha atau sebesar 4%, 
pendapatan sekitar Rp 20.000.001 – Rp 25.000.000 sebesar 9 usaha atau sebesar 9%, dan 
pendapatan sekitar > Rp 25.000.000 sebesar 1 usaha atau sebesar 1%. Pada tabel 4.13 
menunjukkan pendapatan yang tertinggi sebesar Rp 1.000.001 – Rp 15.000.000 dengan 
47 usaha. Sedangkan pendapatan paling tinggi yakni > Rp 25.000.000 hanya terdapat 
1 usaha saja. 
 

Tabel 5. Pelaku UMK di Kabupaten Mamuju 

Modal (satuan Rupiah) Frekuensi Persentase (%) 
< 100.000 29 29 

100.001 – 500.000 11 11 
500.001 – 1.000.000 10 10 
1.000.001 – 5.000.000 20 20 
5.000.001 – 10.000.000 15 15 
10.000.001 – 15.000.000 10 10 
15.000.001 – 20.000.000 3 3 

> 20.000.001 2 2 
Total 100 100 

Pendapatan (Satuan 
Rupiah) 

Frekuens
i 

Persentase (%) 

< 500.000 37 37 
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Sumber: Hasil data olahan, 2022. 
 

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan keseimbangan 
dan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan kelurahan 
(Najmi dkk, 2018). Hal ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya kesenjangan sosial 
dan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan/kelurahan. Baik dari 
segi pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat yang merupakan 
hal terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu 
mendorong peningkatan kemandirian masyarakat lokal.  

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Peningkatan 
Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 
Barat. Setidaknya penulis memaparkan beberapa peran pemerintah yang dianggap 
sangat berpengaruh dalam meningkatkan dan mendorong kesejahteraan Pelaku UMK. 
Program tersebut harus dapat dijalankan secara optimal agar mampu menciptakan pola 
hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat 
(Amir dkk, 2022) dalam turut menyukseskan program-program pembangunan 
khususnya yang diperuntukkan bagi Pelaku UMK baik jangka pendek, menengah 
bahkan jangka panjang. 

Adapun peran pemerintah sebagai regulator dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan Pelaku UMK dapat dibagi ke dalam dua hal penting yaitu; (a) bagaimana 
pemerintah membuat regulasi tentang percepatan pembangunan melalui program-
program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; dan (b) membuat kebijakan- 
kebijakan usaha bagi para pengusaha lokal agar mampu mandiri sehingga dapat 
meningkatkan kualitas hidup mereka dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya 
kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat kecil (khususnya pelaku UMK) 
tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak hanya untuk 
dimiliki namun juga untuk diusahakan. Tanpa usaha dan kerja keras diantara pihak-
pihak yang terkait, kesejahteraan merupakan tujuan setiap masyarakat (Karim , 2019). 
Pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh oleh masyarakat atau keluarga 
pada pariode tertentu. Mereka yang bekerja pada usaha yang menjualkan Minuman 
dingin dengan mendapatkan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 800.000-Rp. 900.000, 
mereka yang bekerja di usaha penjualan kue penghasilan Rp. 600.000-Rp 700.000, 
mereka yang bekerja di usaha oleh-oleh Khas Kabupaten Mamuju mendapatkan 
penghasilan Rp. 1.100.000 – Rp. 1.500.000, mereka yang bekerja di usaha penjahit Rp. 
500.000 – Rp. 800.000 perbulannya, mereka yang mempunyai Usaha Oleh-oleh khas 
Mamuju yang sedang mempunyai penghasilan Rp.8.000.000, dan mereka yang 
mempunyai oleh-oleh khas mamuju yang kecil mendapatkan penghasilan Rp.5.000.000.  

Pendapatan yang dihasilkan masyarakat yang bekerja pada UKM dalam rata-rata 
pendapatan dalam satu bulan, dengan pendapatan rata-rata dalam satu bulan dengan 

500.001 – 1.000.000 2 2 
1.000.001 – 15.000.000 47 47 
15.000.001 – 20.000.000 4 4 
20.000.001 – 25.000.000 9 9 

> 25.000.001 1 1 
Total 100 100 
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upah tersebut cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yang 
ada di Kabupaten Mamuju, Masyarakat yang bekerja pada usaha penjualan kue hanya 
sebagai kerja sampingan, mereka memiliki pekerjaan lainnya dan juga mereka bekerja 
pada usaha menjahit ini menambah pendapatan mereka sehingga membantu dalam 
memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan mereka yang bekerja dalam usaha oleh-oleh 
khas mamuju merupakan pekerjaan pokok mereka dalam mencari nafkah, mereka yang 
bekerja sebagai pengangkut buah apabila tidak sedang nekerja pada agen kelapa sawit 
apabila ada pekerjaan yang dapat mereka lakukan maka mereka melakukan pekerjaan 
sampingan tersebut agar dapat menambah pendapatan mereka dalam memenuhi 
kebutuhan pokok. 

Adanya UMK berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 
yang di dapat tersebut sudah mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari, 
masyarakat yang terkait dalam UMK seperti halnya pada hasil kuisoner yang telah 
mendapat tanggapan masyarakat yang menjawab sangat setuju 22.00%, yang 
menjawab setuju 65.00% dan yang menjawab netral 13.00%. dari tanggapan masyarakat 
terhadap kuisoner tersebut bahwa adanya UMK meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Dari hasil kuisoner tersebut UMK membawa peran yang penting dalam 
peningkatan pendapatan masyarakat. 
 
SIMPULAN 

Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Mamuju memiliki peran yang sangat penting 
bagi kesejahteraan masyarakat dan mengubah pendapatan masyarakat sekitar dengan 
adanya Usaha Mikro Kecil yang mulanya masyarakat tidak mempunyai pekerjaan 
sehingga dengan adanya Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Mamuju masyarakat tidak 
lagi keluar mencari kerja di daerah lain, dengan pendapatan yang meningkat sehingga 
dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari 
seperti pangan, kebutuhannya lainya seperti tempat tinggal, kesehatan keluarga, dan 
kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. 

Peran Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Mamuju tidak hanya menciptakan 
lapangan kerja baru bagi masyarakat juga meningkatkan kesejahteraan bagi 
masyarakat, kesejahteraan dapat dilihat dengan tiga  indikator yaitu Pendapatan, 
Kesehatan dan Investasi. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil telah memenuhi ketiga 
Indikator tersebut, dengan adanya Usaha Mikro dan Kecil masyarakat yang 
sebelumnya kesulitan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang ia 
memiliki dengan adanya Usaha Mikro dan Kecil masyarakat tidak lagi mencari 
pekerjaan dengan keluar daerah, masyarakat juga tidak lagi kesulitan dalam mencari 
nafkah dengan mempunyai pekerjaan pendapatan menjadi meningkat yang bisa 
membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga membantu merenovasi dan 
membangun rumah. Tingkat kesehatan masyarakat yang bekerja pada Usaha Mikro 
dan Kecil dapat terpenuhi dengan adanya UKM membantu masyarakat dalam biaya 
berobat dan juga tingkat pendidikan, dengan adanya tenaga kerja yang baru yang 
bekerja pada UKM dapat membantu menyekolahkan anak-anaknya yang lebih tinggi 
lagi. 
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